
 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM  

KABUPATEN PEMALANG 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG 

 

NOMOR  99/PL.02.2-Kpt/3327/KPU-Kab/III/2020 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020  

OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG, 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 

13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; 

  b. 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

 

SALINAN 
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Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pemalang tentang Pedoman Teknis 

Pencalonan Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pemalang Tahun 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
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Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); 

  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1511); 

  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pemalang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-

Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 

118/PP.01.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2019 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pemalang Tahun 2020; 

Memperhatikan  : 

 

 

 

 

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pemalang Nomor 61/PL.02.2-BA/3327/ 

KPU-Kab/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang 

Penetapan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan 

Bupati    dan   Wakil  Bupati   Pemalang  Tahun  2020  

Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; 
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M E M U T U S K A N: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PEMALANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS 

PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI PEMALANG TAHUN 2020 OLEH PARTAI 

POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK. 

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 Oleh 

Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Menetapkan Bentuk dan Jenis Formulir Pencalonan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 2020 

Oleh Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini.   

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 7 Maret 2020 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PEMALANG, 

 

ttd 
 

MUSTAGHFIRIN 
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SURAT PENCALONAN DAN KESEPAKATAN 

BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

DENGAN PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK 
 
 
 
 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum, bersama ini kami Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan 
Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain*) Partai ……………. 

/Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :  
 

 
1.  Partai …………………….…… dengan perolehan kursi/suara sah *) ………. 

kursi/suara *); 

2. Partai ………………………… dengan perolehan kursi/suara sah *) ………. 

kursi/suara *); 

3. Partai ………………………… dengan perolehan kursi/suara sah *) ..……. 

kursi/suara *). 

Dengan Bakal Pasangan Calon atas nama : 

1. Bakal Calon Bupati :    

........................................................................................................................... 

2. Bakal Calon Wakil Bupati :  

    
............................................................................................................................ 
 
 
Bersama-sama menyatakan : 

1. Sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Pemalang tahun 2020. 

2. Tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang 

telah didaftarkan; 

3. Sepakat mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang 

Tahu 2020; 

4. Bahwa naskah visi, misi, dan program Bakal Pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020, telah sesuai dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. 

Berdasarkan perolehan kursi sebagaimana tersebut diatas, jumlah 

keseluruhan kursi/suara sah*) Partai ………../Gabungan Partai politik *) 

sebanyak ……… kursi/suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20% dari 

jumlah kursi DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak 10 kursi atau 

palimg sedikit 25% dari akumulasi jumlah suara sah hasil pemilu Anggota 

DPRD Kabupaten yang telah ditentukan sebanyak 181.458 suara sah. 

 

 

 

 

 

MODEL B-KWK 

PARPOL  
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Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan Bakal 

pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan dilampiri dokumen lainnya 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya.  

 

…………, ............................20... 
 
 
 
 

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ 

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) 

Kabupaten Pemalang 
 

Yang Mengajukan Pasangan Calon *) 
  
 

Partai  

................................................................ 

          Ketua                            Sekretaris  

   

  (……………………..)      (……………………..) 

                             

                             Partai                                         

      ................................................................ 

 

        Ketua            Sekretaris  

   

 

  (……………………..)      (……………………..) 

 

                            Partai                                         

      ................................................................ 

 

        Ketua            Sekretaris  

   

 

  (……………………..)      (……………………..) 

Keterangan: 

1. *) Pilih salah satu. 

2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Materai 

6000 

 

Cap  

Cap 

Cap  

Materai 

6000 

 

Materai 

6000 
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KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT 

PARTAI : .……………………………………… 

NOMOR : ………………………………………. 

 

TENTANG  

PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

 

 

 Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 

2020 dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Kabupaten Partai 

………………………………………., Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai 

……………………………………,  memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon 

Bupati dan Wakil Bupati 

 

1. Nama Calon Bupati :  

 

....................................................................................................................... 
2. Nama Calon Wakil Bupati : 

 
....................................................................................................................... 

 

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang. 

 

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan 

sebagaimana mestinya.  

 

.................,...........................20..... 
 

Dewan Pimpinan Pusat 

Partai ……………………………………….. 

 
 

 Ketua Umum atau 

Sebutan lain*) 
 
 
 
 
(……………………….…) 

 
 
 
Cap 

  Sekretaris 

Jenderal atau 

sebutan lain*) 
 
 
 
 
(……………………..……) 

 
 
 

Keterangan  : 
 
*) Pilih salah satu. 

MODEL B.1-KWK 
PARPOL 

 

 

Materai 

6.000 
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 SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN 

PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)  

DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

 
 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Tingkat Kabupaten 

Pemalang Partai ……………………………… atau Gabungan Partai Politik*) 

Kabupaten Pemalang yang meliputi: 

1. Partai ................................................................................................... ...;dan 

2. Partai ..........................................................................................................;dan 

3. Partai …………………………………………………………………………………………….. 

menyatakan : 

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan  

2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah 

diusulkan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK 

PARPOL) atas nama :  

 

1. Calon Bupati :  

.......................................................................................................................... 

2. Calon Wakil Bupati :  

.......................................................................................................................... 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan 

sebagaimana mestinya.  

          .................,..................20... 

 
DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ 

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) 

Kabupaten Pemalang 

 
Yang Mengajukan Pasangan Calon *) 

  
 

                            Partai  

                                ................................................................ 

 

   Ketua            Sekretaris  

   

 

  (……………………..)      (……………………..) 

 

 

MODEL B.2-KWK 

PARPOL 

Cap  

 

Materai 

6.000 
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                            Partai  

                                ................................................................ 

 

        Ketua              Sekretaris  

   

 

  (……………………..)      (……………………..) 

                            

 

                          Partai  

                                ................................................................ 

 

 

        Ketua              Sekretaris  

   

 

  (……………………..)      (……………………..) 

 

 

Keterangan: 

1. *) Pilih salah satu. 

2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan 
Partai Politik. 

Cap  

Cap 

 

Materai 

6.000 

 

Materai 

6.000 
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Materai 

6.00o 

 

 
 

 

     PERNYATAAN KESEPAKATAN  

ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)  

DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

 

 

 Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan:  

1. Partai ......................................................................................................; 

2. Partai .........................................................................................................; dan 

3. Partai  ................................................................................................................  
 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan 
 

1. Nama Calon Bupati :  

....................................................................................................................... 

2. Nama Calon Wakil Bupati  :  

....................................................................................................................... 

 
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 
 

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan 

Bupati Dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 sesuai ketentuan Undang-Undang 

dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.  

 

Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan 

sebagaimana mestinya.  

.................,.......................20.... 
 
 
 

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ 

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) 

Kabupaten Pemalang 
 

Yang Mengajukan Pasangan Calon *) 
  
 

                            Partai  

                              ................................................................ 

 

   Ketua            Sekretaris  

   

 

 

  (……………………..)       (……………………..) 

 

 

 

 

 

 

                            Partai  

MODEL B.3-KWK 

PARPOL 

 

Cap  
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Materai 

6.000 

 

 

Materai 

6.000 

 

                              ................................................................ 

 

        Ketua              Sekretaris  

   

 

 

  (……………………..)      (……………………..) 

 

                         

Partai 

                              ................................................................ 

 

        Ketua              Sekretaris  

   

 

 

  (……………………..)      (……………………..) 

 

 

Pasangan Calon 

 

            Calon Bupati                   Calon Wakil Bupati 

 

  

   

       (…………………………………….…….)           (…………...…….…………..………..) 

 

 

Keterangan: 

1. *) Pilih salah satu. 
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik. 
 

 

 

Cap  

Cap 
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PERNYATAAN KESESUAIAN 

NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN 

WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN DENGAN  
RPJP KABUPATEN PEMALANG  

 
 
 Yang bertanda tangan dibawah ini, Dewan Pimpinan Partai Politik 

Tingkat Kabupaten Partai ……………………………… atau Gabungan Partai 

Politik*) Kabupaten Pemalang  yang meliputi : 

 

1. Partai ...............................................................................................; 

2. Partai ...............................................................................................;dan 

3. Partai ……………………………………………………………………………………… 

 

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Pemalang telah sesuai dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

                ………., ……….…..20....  

           

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/ 

Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *) 

Kabupaten Pemalang 

 
Yang Mengajukan Pasangan Calon *) 

  
 

                            Partai  

                                ................................................................ 

 

   Ketua            Sekretaris  

   

 

  (……………………..)      (……………………..) 

 

 

 

MODEL B.4-KWK 

PARPOL   

 

 

 

Cap  

 

Materai 

6.000 
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                            Partai  

                                ................................................................ 

 

        Ketua              Sekretaris  

   

 

  (……………………..)      (……………………..) 

                            

 

                          Partai  

                                ................................................................ 

 

 

        Ketua              Sekretaris  

   

 

  (……………………..)      (……………………..) 

 

Keterangan: 

1. *) Pilih salah satu. 
2. Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai 

Politik. 
 

Cap  

Cap 

 

Materai 

6.000 

 

Materai 

6.000 
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TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON 

 BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

=============================================================  

Bahwa pada hari ............... tanggal ....................... bulan ...................... 

Tahun dua ribu ........................., telah diterima dokumen persyaratan 

pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Pemalang, atas nama :  

1. Nama Bakal Calon Bupati   : ...............................................  

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati  : ............................................... 

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan 

diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.  

 

Pemalang, ............................ 20... 

               Yang Menyerahkan,           Yang Menerima, 

 

 

 

         (..........................................)   (..........................................)                          

       Nama Lengkap dan Tanda Tangan     Nama Lengkap dan Tanda Tangan 

MODEL TT.1-KWK  

 

 

 

 

 

CAP 
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LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN 

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN 

 

1. Identitas Bakal Calon Bupati :  

Nama   : …………………………… 

Alamat  : …………………………… 

Nomor Telp  : …………………………… 
 

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati : 

Nama   : …………………………… 

Alamat  :…………………………… 

Nomor Telp  :…………………………… 
 

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran 

Hari   : …………………………… 

Tanggal  : …………………………… 

Waktu  : …………………………… 

 

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **) pengusul : 

NO 
PARTAI 
POLITIK 

ALAMAT KANTOR DEWAN 
PIMPINAN PARTAI POLITIK 

NOMOR TELEPON 
DEWAN PIMPINAN 

PARTAI POLITIK 

NOMOR & TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN 

PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT 
DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI 

POLITIK TINGKAT KABUPATEN TENTANG 

KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK 

NOMOR & TANGGAL 

KEPUTUSAN PIMPINAN 

PARTAI POLITIK TINGKAT 
PUSAT TENTANG 

PERSETUJUAN BAKAL 

PASANGAN CALON 

1      

2      

3      

 

 

 

 

 

 

 LAMPIRAN MODEL 

TT.1-KWK 
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A. SYARAT PENCALONAN 

 

B. SYARAT CALON 

 

1. BAKAL CALON BUPATI : 

 

NO 

 

JENIS DOKUMEN 

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

KETERANGAN 
ADA 

TIDAK 
ADA 

MEMENUHI 
SYARAT 

 

TIDAK 
MEMENUHI 

SYARAT 

BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK  

1 Model B KWK – Parpol      

2 Model B.1. KWK Parpol      

3 Model B.2. KWK Parpol      

4 Model B.3. KWK Parpol      

5 Model B.4. KWK-Parpol     (keabsahan dokumen 

diteliti pada masa 

verifikasi) 

6 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik 

tingkat Kabupaten 

     

7 Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam 

pendaftaran pasangan calon 

Catatan : 
Diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya 

tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat 

Kabupaten 

     

NO JENIS DOKUMEN 

HASIL PEMERIKSAAN 
KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN 

ADA TIDAK ADA 

1.  Model BB.1 KWK    

2.  Model BB.2 KWK    

3.  Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 

Kabupaten/Kota. 

   

4.  Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal calon 

   

5.  Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:    

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 
atau nasional (kliping Surat kabar) 

   

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap    

c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara    
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6.  Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun 

sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar Narkoba atau kejahatan 
seksual terhadap anak: 

   

a. Surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana pejara dari kepala lembaga 

pemasyarakatan 

   

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.    

7.  Dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana 

penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan 

bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: 

   

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional (kliping 

   

b. Surat keterangan  yang menyatakan bahawa bakal calon yang bersangkutan bukan 
pelakukejahatan berulang dari Kepolisian Resort 

   

c. Surat Keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari lembaga pemasyarakatan    

d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 

menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat 

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas 

   

e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap    

8.  Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon yang menyatakan bahwa : 

   

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

   

b. Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara 

   

9.  Surat Keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal calon pernah/tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort 

   

10.  Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

   

11.  Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 

hukumnya meliputi tempat tinggal calon 

   

12.  Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan 

terdaftar sebagai wajib pajak : 

   

 a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon    

 b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon 
menjadi wajib pajak 

   

 c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak    

13.  Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota. 

   

14.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik    
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2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI : 

 

15.  Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang 

berwenang 

   

16.  Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang yang ditandatangani Pasangan Calon 

   

17.  Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten dan Kecamatan    

18.  Foto Terbaru     

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar    

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar    

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar    

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c    

NO JENIS DOKUMEN 

HASIL PEMERIKSAAN 

KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN 

ADA TIDAK ADA 

1.  Model BB.1 KWK    

2.  Model BB.2 KWK    

3.  Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 

Kabupaten/Kota. 

   

4.  Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal calon 

   

5.  Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara:    

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional (kliping Surat kabar) 

   

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap    

c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara    

6.  Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun 

sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana Bandar Narkoba atau kejahatan 

seksual terhadap anak: 

   

a. Surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana pejara dari kepala lembaga 

pemasyarakatan 

   

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.    

7.  Dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana 
penjara tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan 

bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: 

   

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional (kliping 

   

b. Surat keterangan  yang menyatakan bahawa bakal calon yang bersangkutan bukan    
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pelakukejahatan berulang dari Kepolisian Resort 

c. Surat Keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari lembaga pemasyarakatan    

d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 

menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat 
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas 

   

e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap    

8.  Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon yang menyatakan bahwa : 

   

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

   

b. Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara 

   

9.  Surat Keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal calon pernah/tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort 

   

10.  Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi 

   

11.  Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 

hukumnya meliputi tempat tinggal calon 

   

12.  Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan 

terdaftar sebagai wajib pajak : 

   

 a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon    

 b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon 

menjadi wajib pajak 

   

 c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak    

13.  Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 
Walikota. 

   

14.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik    

15.  Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang 

berwenang 

   

16.  Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang yang ditandatangani Pasangan Calon 

   

17.  Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten dan Kecamatan    

18.  Foto Terbaru     

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar    

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar    

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar    

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c    
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………………….., ………………………………. 20 …… 
 

 
Yang Menyerahkan 

Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *) 

 

 

 
 

(……………………………………………) 

Yang Menerima 

Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pemalang /Ketua Pokja Pencalonan *) 

 

 

 
 

(……………………………………………) 

 
Keterangan : 
*) Pilih salah satu 
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TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON  

BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

==============================================================  

Bahwa pada hari ............ tanggal ....................  bulan .................. Tahun 

dua ribu ……………………, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan 

pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Pemalang, atas nama:  

1. Nama Bakal Calon Bupati : 

..................................................................................................  

2. Nama Bakal Calon Wakil Bupati : 

.................................................................................................. 

Yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan softfile yang akan 

diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen 

Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.  

 

Pemalang......................... 20... 

               Yang Menyerahkan,           Yang Menerima, 

 

 

 

         (..........................................)   (..........................................)                          

       Nama Lengkap dan Tanda Tangan     Nama Lengkap dan Tanda Tangan 

MODEL TT.2-KWK  

 

 

 

 

 

CAP 
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LAMPIRAN TANDA TERIMA PERBAIKAN 

BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  

 

1. Identitas Bakal Calon Bupati :  

Nama   : …………………………… 

Alamat  : …………………………… 

Nomor Telp  : …………………………… 
 

2. Identitas Bakal Calon Wakil Bupati : 

Nama   : …………………………… 

Alamat  :…………………………… 

Nomor Telp  :…………………………… 
 

3. Waktu Penerimaan Dokumen Pendaftaran 

Hari   : …………………………… 

Tanggal  : …………………………… 

Waktu  : …………………………… 

 

A. SYARAT PENCALONAN 
 

 

 

 

NO 

 

JENIS DOKUMEN 

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

KETERANGAN 
ADA 

TIDAK 
ADA 

MEMENUHI 
SYARAT 

 

TIDAK 
MEMENUHI 

SYARAT 

BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK  

1 Model B.4. KWK-Parpol     (keabsahan dokumen 

diteliti pada masa 

verifikasi) 

2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik 

tingkat Kabupaten dalam hal terjadi perubahan 
kepengurusan setelah pendaftaran 

    Digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan 
koordinasi dalam proses 

pencalonan 

 LAMPIRAN MODEL 

TT.2-KWK 
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B. SYARAT CALON 

1. BAKAL CALON BUPATI : 

 

NO JENIS DOKUMEN 

HASIL PEMERIKSAAN 
KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN 

ADA TIDAK ADA 

1.  Model BB.1 KWK    

2.  Model BB.2 KWK    

3.  Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 

Kabupaten/Kota. 

   

4.  Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal calon 

   

5.  Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari 
pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara 
karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik. 

  Kealpaan 
ringan/alasan 

politik*) 

6.  Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :    

 a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 

menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik sebagai  terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara 

   

 b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional (kliping surat kabar) 

   

 c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap    

 d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara    

7.  Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon 
adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 

tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau 

kejahatan seksual terhadap anak 

   

8.  Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara 

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan 

mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: 

   

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional (kliping surat kabar); 

   

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai 
pelaku kejahatan berulang dari Kepolisan daerah; 

   

c. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga 

permasyarakatan ; 
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d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 

menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat 
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas 

   

e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.    

9.  Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon yang menyatakan bahwa : 

   

 a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

   

 b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara  

   

10.  Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah 

   

11.  Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi 

   

12.  Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 

hukumnya meliputi tempat tinggal calon 

   

13.  Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan 

terdaftar sebagai wajib pajak : 

   

 a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon    

 b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon 

menjadi wajib pajak 

   

 c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak    

14.  Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota. 

   

15.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik    

16.  a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 

atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang 

   

 b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*)), yang telah dilegalisasi oleh 

instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik. 

   

17.  Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Kabupaten Karanganyar yang ditandatangani Pasangan Calon 

   

18.  Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan Kecamatan    

19.  Foto Terbaru     

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar    

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar    

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar    

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c    
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2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI : 

 

NO JENIS DOKUMEN 

HASIL PEMERIKSAAN 

KELENGKAPAN DOKUMEN KETERANGAN 

ADA TIDAK ADA 

1.  Model BB.1 KWK    

2.  Model BB.2 KWK    

3.  Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 
Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 

Kabupaten/Kota. 

   

4.  Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat 

tinggal calon 

   

5.  Surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari 

pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, bagi bakal calon yang pernah dipidana penjara 
karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik. 

  Kealpaan 

ringan/alasan 
politik*) 

6.  Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara :    

 a. Surat keterangan dari Pimpinan Redaksi media massa lokal atau nasional yang 

menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 

publik sebagai  terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara 

   

 b. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional (kliping surat kabar) 

   

 c. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap    

 d. Surat keterangan dari kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara    

7.  Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal bakal Calon 

adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) 
tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau 

kejahatan seksual terhadap anak 

   

8.  Dalam hal bakal Calon adalah Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara 

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan 

mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak: 

   

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal 

atau nasional (kliping surat kabar); 

   

b. surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai 

pelaku kejahatan berulang dari Kepolisan daerah; 

   

c. surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala lembaga 
permasyarakatan ; 

   

d. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 

menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat 

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas 

   

e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.    
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9.  Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

Calon yang menyatakan bahwa : 

   

 a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap 

   

 b. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara  

   

10.  Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian daerah 

   

11.  Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

   

12.  Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah 
hukumnya meliputi tempat tinggal calon 

   

13.  Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat calon yang bersangkutan 

terdaftar sebagai wajib pajak : 

   

 a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon    

 b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak 

Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon 

menjadi wajib pajak 

   

 c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak    

14.  Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota bagi calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat 

Walikota. 

   

15.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik    

16.  a. Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 

atau sederajat, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang 

   

 b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi (Diploma/S1/S2/S3*)), yang telah dilegalisasi oleh 

instansi yang berwenang, apabila Bakal Calon mencantumkan gelar akademik. 

   

17.  Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Kabupaten Karanganyar yang ditandatangani Pasangan Calon 

   

18.  Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan Kecamatan    
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………………….., ………………………………. 20 …… 
 

 
Yang Menyerahkan 

Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *) 

 

 

 
 

(……………………………………………) 

Yang Menerima 

Ketua/Anggota KPU Kabupaten pemalang/Ketua Pokja Pencalonan *) 

 

 

 
 

(……………………………………………) 

 
Keterangan : 
*) Pilih salah satu 

19.  Foto Terbaru     

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar    

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar    

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) Berwarna sebanyak 2 lembar    

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c    
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BERITA ACARA 

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN 

PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM 

 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

============================================================== 

Pada hari ini ............... tanggal ......................... bulan  ...................... 

Tahun dua ribu ……………………...... bertempat di ......................................, 

KPU Kabupaten Pemalang  telah melaksanakan penelitian persyaratan 

administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan 

pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Pemalang, atas nama:  

1. Bakal Calon Bupati  : 

.......................................................................................................  

2. Bakal Calon Wakil Bupati : 

.......................................................................................................  

 Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan 

keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon 

tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir. 

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing 

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pemalang. 

Berita Acara disampaikan kepada : 

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon; 

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.  

KPU KABUPATEN PEMALANG 

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1.  Ketua  

2.  Anggota  

3.  Anggota  

4.  Anggota  

5.  Anggota  

 

 
MODEL BA.HP-KWK  
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LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN 

PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUAPTI DAN WAKIL BUPATI  

 

Hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pemalang atas : 

Nama Calon Bupati :  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nama Calon Wakil Bupati :  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

sebagai berikut : 
 

 
A. SYARAT PENCALONAN 

 

 

 

 

 

NO 

 

JENIS DOKUMEN 

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

KETERANGAN 
ADA 

TIDAK 
ADA 

MEMENUHI 
SYARAT 

 

TIDAK 
MEMENUHI 

SYARAT 

BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK  

1.  Model B.4. KWK-Parpol      

2.  Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik 

tingkat Kabupaten 

     

3.  Surat Keputusan pengambilalihan wewenang dalam 

pendaftaran pasangan calon 

Catatan : 
Diisi bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya 

tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat 

Kabupaten 

     

 LAMPIRAN MODEL BA. HP-KWK 
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B. SYARAT CALON 

1. BAKAL CALON BUPATI : 

NO JENIS DOKUMEN 

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

KETERANGAN 
ADA TIDAK ADA 

MEMENUHI 
SYARAT 

 

TIDAK 
MEMENUHI 

SYARAT 

1.  Model BB.1 KWK      

2.  Model BB.2 KWK      

3.  Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 

apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, 

Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 

Kabupaten/Kota. 

     

4.  Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri 

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

calon 

     

5.  Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak 

menjalani pidana dalam penjara: 

     

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 

nasional  

     

b. Salinan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap 

     

c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai 

terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hokum tetap. 

     

6.  Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa 
pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum 

jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana 

Bandar Narkoba atau kejahatan seksual terhadap 

anak: 

     

a. Surat keterangan telah selesai menjalani masa 

pidana pejara dari kepala lembaga 
pemasyarakatan 

     

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

     

7.  Dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana 

yang telah selesai menjalani masa pidana penjara 

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun 
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sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan 

terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual 
terhadap anak: 

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 

nasional (kliping 

     

b. Surat keterangan  yang menyatakan bahawa bakal 

calon yang bersangkutan bukan pelakukejahatan 

berulang dari Kepolisian Resort 

     

c. Surat Keterangan telah selesai menjalani masa 

pidana dari lembaga pemasyarakatan 

     

d. Surat keterangan telah selesai menjalani 
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 

menjelang bebas dari kepala badan 

pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon 

mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat 

atau cuti menjelang bebas 

     

e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap 

     

8.  Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang 

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon 

yang menyatakan bahwa : 

     

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

     

b. Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang 
secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang 

merugikan keuangan negara 

     

9.  Surat Keterangan catatan kepolisian yang 

menerangkan Bakal calon pernah/tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort 

     

10.  Surat tanda terima penyerahan laporan harta 

kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi 

     

11.  Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan 

niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya 

meliputi tempat tinggal calon 

     

12.  Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan 
Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar 

sebagai wajib pajak : 
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2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI : 

 

 a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

atas nama calon 

     

 b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 

(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi 

wajib pajak 

     

 c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak      

13.  Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat 

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota 

bagi calon yang berstatus sebagai penjabat 
Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota. 

     

14.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik      

15.  Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), 

yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang 

     

16.  Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang yang 

ditandatangani Pasangan Calon 

     

17.  Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten dan 
Kecamatan 

     

18.  Foto Terbaru       

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar 

     

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar 

     

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) 

Berwarna sebanyak 2 lembar 

     

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan 

huruf c 

     

NO JENIS DOKUMEN 

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

KETERANGAN 
ADA TIDAK ADA 

MEMENUHI 
SYARAT 

 

TIDAK 
MEMENUHI 

SYARAT 

1.  Model BB.1 KWK      

2.  Model BB.2 KWK      

3.  Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 

apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, 
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Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 

Kabupaten/Kota. 

4.  Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri 

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

calon 

     

5.  Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak 

menjalani pidana dalam penjara: 

     

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 
nasional (kliping Surat kabar) 

     

b. Salinan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap 

     

c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai 

terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara 

     

6.  Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa 

pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum 

jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana 
Bandar Narkoba atau kejahatan seksual terhadap 

anak: 

     

a. Surat keterangan telah selesai menjalani masa 

pidana pejara dari kepala lembaga 

pemasyarakatan 

     

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

     

7.  Dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana 
yang telah selesai menjalani masa pidana penjara 

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun 

sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan 

terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual 

terhadap anak: 

     

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 
nasional (kliping 

     

b. Surat keterangan  yang menyatakan bahawa bakal 

calon yang bersangkutan bukan pelakukejahatan 

berulang dari Kepolisian Resort 

     

c. Surat Keterangan telah selesai menjalani masa 

pidana dari lembaga pemasyarakatan 

     

d. Surat keterangan telah selesai menjalani 

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 
menjelang bebas dari kepala badan 
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pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon 

mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat 
atau cuti menjelang bebas 

e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap 

     

8.  Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang 

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon 

yang menyatakan bahwa : 

     

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap 

     

b. Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang 
secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang 

merugikan keuangan negara 

     

9.  Surat Keterangan catatan kepolisian yang 

menerangkan Bakal calon pernah/tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort 

     

10.  Surat tanda terima penyerahan laporan harta 
kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

     

11.  Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan 

niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya 
meliputi tempat tinggal calon 

     

12.  Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar 

sebagai wajib pajak : 

     

 a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

atas nama calon 

     

 b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 
(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi 

wajib pajak 

     

 c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak      

13.  Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat 

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota 

bagi calon yang berstatus sebagai penjabat 

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota. 

     

14.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik      

15.  Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB),      
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………………….., ………………………………. 20 …… 

 
 

Yang Menyerahkan 

Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *) 

 
 

 

 

(……………………………………………) 

Yang Menerima 

Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pemalang/Ketua Pokja Pencalonan *) 

 
 

 

 

(……………………………………………) 

 
Keterangan : 
*) Pilih salah satu 

yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang 

16.  Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang yang 

ditandatangani Pasangan Calon 

     

17.  Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten dan 

Kecamatan 

     

18.  Foto Terbaru       

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar 

     

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar 

     

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) 
Berwarna sebanyak 2 lembar 

     

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan 

huruf c 
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BERITA ACARA 

HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI 

DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

============================================================== 

Pada hari ini ............... tanggal ......................... bulan  ...................... 

Tahun dua ribu ……………………...... bertempat di ......................................, 

KPU Kabupaten Pemalang telah melaksanakan penelitian perbaikan 

persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen 

persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Kabupaten Pemalang, atas nama :  

1. Bakal Calon Bupati  : 

.......................................................................................................  

2. Bakal Calon Wakil Bupati : 

.......................................................................................................  

 Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap 

kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan 

persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir. 

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing 

rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pemalang. 

Berita Acara disampaikan kepada : 

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon; 

2. 1 (satu) rangkap untuk arsip. 

KPU KABUPATEN PEMALANG 

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 

1.  Ketua  

2.  Anggota  

3.  Anggota  

4.  Anggota  

5.  Anggota  

 

MODEL BA.HP 
PERBAIKAN -KWK 
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LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN 

PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 

 

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang  atas : 

Nama Calon Bupati :  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Nama Calon Wakil Bupati :  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

sebagai berikut : 
 

 
A. SYARAT PENCALONAN 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

JENIS DOKUMEN 

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

KETERANGAN 
ADA 

TIDAK 
ADA 

MEMENUHI 
SYARAT 

 

TIDAK 
MEMENUHI 

SYARAT 

BAKAL CALON DARI PARTAI POLITIK  

1 Model B.4. KWK-Parpol     (keabsahan dokumen 

diteliti pada masa 

verifikasi) 

2 Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik 

tingkat Kabupaten dalam hal terjadi perubahan 

kepengurusan setelah pendaftaran 

    Digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan 

koordinasi dalam proses 
pencalonan 

 LAMPIRAN MODEL BA. HP 

PERBAIKAN-KWK 
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B. SYARAT CALON 

 

1. BAKAL CALON BUPATI : 

 

NO JENIS DOKUMEN 

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

KETERANGAN 
ADA TIDAK ADA 

MEMENUHI 
SYARAT 

 

TIDAK 
MEMENUHI 

SYARAT 

1.  Model BB.1 KWK      

2.  Model BB.2 KWK      

3.  Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 

apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 

Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, 
Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 

Kabupaten/Kota. 

     

4.  Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri 

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 
calon 

     

5.  Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak 

menjalani pidana dalam penjara: 

     

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 

nasional (kliping Surat kabar) 

     

b. Salinan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap 

     

c. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai 
terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara 

     

6.  Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa 

pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum 

jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana 

Bandar Narkoba atau kejahatan seksual terhadap 

anak: 

     

a. Surat keterangan telah selesai menjalani masa 

pidana pejara dari kepala lembaga 
pemasyarakatan 

     

b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

     

7.  Dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana 

yang telah selesai menjalani masa pidana penjara 
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tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun 

sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan 
terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual 

terhadap anak: 

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 

terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 

nasional (kliping 

     

b. Surat keterangan  yang menyatakan bahawa bakal 

calon yang bersangkutan bukan pelakukejahatan 

berulang dari Kepolisian Resort 

     

c. Surat Keterangan telah selesai menjalani masa 
pidana dari lembaga pemasyarakatan 

     

d. Surat keterangan telah selesai menjalani 

pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 

menjelang bebas dari kepala badan 

pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon 

mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat 
atau cuti menjelang bebas 

     

e. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap 

     

8.  Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang 

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon 

yang menyatakan bahwa : 

     

a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap 

     

b. Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang 

secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang 

merugikan keuangan negara 

     

9.  Surat Keterangan catatan kepolisian yang 

menerangkan Bakal calon pernah/tidak pernah 

melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort 

     

10.  Surat tanda terima penyerahan laporan harta 
kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

     

11.  Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan 

niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya 
meliputi tempat tinggal calon 

     

12.  Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar 
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2. BAKAL CALON WAKIL BUPATI : 

 

sebagai wajib pajak : 

 a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

atas nama calon 

     

 b. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 

Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 

(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi 

wajib pajak 

     

 c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak      

13.  Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat 

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota 

bagi calon yang berstatus sebagai penjabat 
Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota. 

     

14.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik      

15.  Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), 

yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang 

     

16.  Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon 

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang yang 

ditandatangani Pasangan Calon 

     

17.  Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten dan 
Kecamatan 

     

18.  Foto Terbaru       

a. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar 

     

b. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar 

     

c. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) 

Berwarna sebanyak 2 lembar 

     

d. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan 

huruf c 

     

NO JENIS DOKUMEN 

HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN 

KETERANGAN 
ADA TIDAK ADA 

MEMENUHI 

SYARAT 
 

TIDAK 

MEMENUHI 
SYARAT 

1.  Model BB.1 KWK      

2.  Model BB.2 KWK      

3.  Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang 

apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU 
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Kabupaten/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, 

Bawaslu, Bawaslu Kabupaten, Panwas 
Kabupaten/Kota. 

4.  Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri 

yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal 

calon 

     

5.  Bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak 

menjalani pidana dalam penjara: 

     

d. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 

nasional (kliping Surat kabar) 

     

e. Salinan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap 

     

f. Surat Keterangan dari kejaksaan mengenai 

terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara 

     

6.  Bagi Bakal Calon yang telah selesai menjalani masa 

pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum 
jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana 

Bandar Narkoba atau kejahatan seksual terhadap 

anak: 

     

c. Surat keterangan telah selesai menjalani masa 

pidana pejara dari kepala lembaga 

pemasyarakatan 

     

d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap. 

     

7.  Dalam hal bakal calon adalah Mantan Terpidana 

yang telah selesai menjalani masa pidana penjara 

tetapi belum melampaui paling singkat 5 (lima) tahun 

sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan 

terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual 

terhadap anak: 

     

f. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara 
terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau 

nasional (kliping 

     

g. Surat keterangan  yang menyatakan bahawa bakal 

calon yang bersangkutan bukan pelakukejahatan 

berulang dari Kepolisian Resort 

     

h. Surat Keterangan telah selesai menjalani masa 

pidana dari lembaga pemasyarakatan 

     

i. Surat keterangan telah selesai menjalani 
pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti 
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menjelang bebas dari kepala badan 

pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon 
mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat 

atau cuti menjelang bebas 

j. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap 

     

8.  Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang 

wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon 

yang menyatakan bahwa : 

     

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap 

     

d. Tidak sedang memiliki tanggung jawab hutang 

secara perseorangan dan/atau secara badan 

hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang 

merugikan keuangan negara 

     

9.  Surat Keterangan catatan kepolisian yang 

menerangkan Bakal calon pernah/tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort 

     

10.  Surat tanda terima penyerahan laporan harta 

kekayaan penyelenggara Negara dari Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

     

11.  Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan 
niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya 

meliputi tempat tinggal calon 

     

12.  Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar 

sebagai wajib pajak : 

     

 d. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

atas nama calon 

     

 e. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang 
Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 

(lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi 

wajib pajak 

     

 f. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak      

13.  Surat keputusan pemberhentian sebagai penjabat 

Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota 

bagi calon yang berstatus sebagai penjabat 
Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota. 

     

14.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik      
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………………….., ………………………………. 20 …… 

 
 

Yang Menyerahkan 

Tim Pasangan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon *) 
 

 

 

 

(……………………………………………) 

Yang Menerima 

Ketua/Anggota KPU Kabupaten Pemalang/Ketua Pokja Pencalonan *) 
 

 

 

 

(……………………………………………) 

 
Keterangan : 
*) Pilih salah satu 

 

 

 

  

15.  Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), 

yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang 

     

16.  Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon 
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang (RPJP) Kabupaten Pemalang yang 

ditandatangani Pasangan Calon 

     

17.  Daftar nama Tim Kampanye Kabupaten dan 

Kecamatan 

     

18.  Foto Terbaru       

e. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 

lembar 

     

f. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 
lembar 

     

g. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) 

Berwarna sebanyak 2 lembar 

     

h. Softcopy Foto sebagaimana huruf a, huruf b dan 

huruf c 

     

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal        2019  
 
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PEMALANG, 
 
 
 
 

MUATAGHFIRIN 
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Pas Foto 

Berwarna 

Bakal calon 

4 x 6 

 
 
 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG 

DALAM PEMILIHAN TAHUN 2 0 2 0  

 

 

1. Nama lengkap : ……………………………………………………………. 

2. Nomor Induk Kependudukan: ………………………………….……………………………. 

3. Tempat/tanggal lahir/Umur: ……………………………………………………………. 

4. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*) 

5. Agama : …………………………………………………………… 

6. Alamat Tempat Tinggal : ……………………………….………………………………. 

(sesuai KTP) RT/sebutan   lain     :…………………………………. 

RW/sebutan  lain   : ………………………..…….. 

Kelurahan/Desa*)  : ………………………...……. 

Kecamatan/Distrik : ……………………............  

Kabupaten/Kota     :  ...………………………...... 
 

Provinsi    :  ……………….……........... 

7. Status Perkawinan : Kawin/pernah kawin/belum kawin*) 

a. Nama Istri/Suami *) :........………………………. 

b. Jumlah anak       :……………………………… 

8. PendidikanTerakhir : ………………………………………………………………… 

9. Pekerjaan : …………………………………………………………….. 

10.   NPWP : …………………………………………………………….. 

 

11. Riwayat pendidikan**) : 
 

No Jenjang Pendidikan Nama Institusi Tahun
Masuk 

Tahun
Keluar 

1     

2     

dst     

 
12. Kursus/Diklat yang pernah diikuti: 
 

No Nama 
Kursus/Diklat 

Lembaga 
Penyelenggara 

No. 
Sertifikat 

Tahun
Masuk 

Tahun
Keluar 

1      

2      

dst      

MODEL BB.2 KWK 
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13. Riwayat organisasi***) : 
 

No Nama Organisasi Jabatan Tahun  
Masuk 

Tahun  
Keluar 

1     

2     

dst     

 
14. Riwayat pekerjaan****) : 

 

No Nama 
Perusahaan/Lembaga 

Jabatan Tahun 
 Masuk 

Tahun  
Keluar 

1     

2     

dst     

 
15. Tanda penghargaan : 

 

No 
Nama  

Pengharagaan 
Lembaga 

Pemberi Penghargaan 
Tahun  
Masuk 

1    

2    

dst    

 
16. Motivasi Pencalonan : (berisi hal-hal yang melatarbelakangi  

   calon untuk  mengajukan  diri    sebagai    

   bakal calon) 

17. Target/Sasaran : (berisi   contoh  hal-hal  yang  akan  

    dikerjakan  ketika  telah  menjadi Bupati  

    dan Wakil Bupati) 
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Demikian informasi ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai bukti 

pemenuhan persyaratan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai 

ketentuan perundang-undangan  yang berlaku untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. Selanjutnya, saya menyatakan bersedia daftar 

riwayat hidup saya dipublikasikan kepada masyarakat. 

 
        ……………,……………………….. 

 
Yang  menyatakan 

 
 
 

( ……………………………. 

 

 
Materai 
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SURAT  PERNYATAAN  

BAKAL CALON BUPATI / WAKIL BUPATI*) PADA 

PEMILIHAN 

 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
a. Nama :  ................................................................................  

b. NIK :  ................................................................................  

c. Jenis kelamin :  ................................................................................  

d. Pekerjaan :  ................................................................................  

e. Tempat dan tanggal :  ....................................................... / ………….tahun  

      lahir/umur                 

f. Alamat tempat tinggal : ................................................................................  

   .................................................................................  

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya : 
 
A. UMUM  

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia; 

3. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 

4. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 

(dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama sesuai ketentuan 

Pasal 4 ayat (1) huruf o Peraturan KPU tentang Pencalonan dalam 

Pemilihan; 

5. belum pernah menjabat sebagai: 

a. Gubernur bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di daerah yang 

sama; 

b. Wakil Gubernur bagi Calon Bupati dan Calon wakil Bupati didaerah 

yang sama; atau 

c. Bupati untuk Calon Wakil Bupati didaerah yang sama 

6. tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati*) 

Pemalang; 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL BB.1-KWK  
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B. KHUSUS 
 

Beri centang 

pada kolom ini 

Pernyataan  

 Terpidana yang tidak menjalani pidana karena 

kealpaan. 

 Terpidana yang tidak menjalani pidana didalam penjara 

karena alasan politik. 

 Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana 

kurang dari 5 (lima) tahun. 

 Mantan Terpidana yang diancam dengan penjara 5 

(lima) tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai 
menjalani pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum 
tetap.  

 Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang  

Keterangan : khusus bakal calon berstatus terpidana 
atau mantan terpidana 

 Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan 
Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak. 

 Bersedia berhenti dari jabatan Gubernur/Wakil 
Gubernur/Buapti/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali 

Kota*) untuk mencalonkan diri sebagai  Calon 
Gubernur/Wakil Gubernur/Buapti/Wakil Bupati/Wali 
Kota/Wakil Wali Kota*) dari daerah lain sejak 

ditetapkan sebagai pasangan Calon. 

 Bersedia untuk cuti di luar tanggungan negara selama 

masa kampanye bagi Bupati, Wakil Bupati yang 
mencalonkan diri di Kabupaten Pemalang 

 Telah berhenti sebagai Penjabat Bupati pada saat 
pendaftaran dan bersedia mengundurkan diri sebagai 
Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai pasangan 

calon 

 Bersedia mengundurkan diri sebagai sebagai Anggota 

DPR/DPD/DPRD*) sejak ditetapkan sebagai Pasangan 
Calon 

 Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Tentara 
Nasional Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan 
Calon. 

 Bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota 
Kepolisian Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai 

Pasangan Calon. 

 Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai negeri 

Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

 Bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri 

Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 
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 Bersedia mengundurkan diri sebagai Lurah/Kepala 
Desa sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

 Bersedia mengundurkan diri sebagai perangkat desa  
sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon. 

 Bersedia berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak 
ditetapkan sebagai Pasangan Calon 

 Bersedia berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi / 
KIP, KPU / KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu 

Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum 
pembentukan PPK dan PPS. 

 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya.  

     ……………,  …….…............. 

                Yang membuat pernyataan, 
                                               Bakal Calon Bupati / Wakil Bupati*) 
 
 
 
 
 

     ……………………………………………. 

 
Keterangan: 

1. *) Pilih salah satu. 

 

 

MATERAI 

6.000 
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SURAT  PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA 
MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)*) 

 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
a. Nama    :  .............................................................................  

b. NIK    :  .............................................................................  

c. Nomor Pegawai    :  .............................................................................  

d. Jenis kelamin    :  .............................................................................  

e. Tempat dan tanggal    :  .................................................... / ………….tahun  

      lahir/umur                 

f. Alamat tempat tinggal    : ..............................................................................  

    ................................................................................  

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah berhenti dari jabatan pada 
BUMN/BUMD**).....................................serta akan menyampaikan Keputusan 
Pemberhentian yang akan ditandatangani pejabat yang berwenang paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. 
 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk 

digunakan sebagaimana mestinya.  

     ……………,  …….…...........20… 

 

 

……………………………………………. 

 
Keterangan: 

*)  Wajib diisi oleh calon yang berhenti sebagai pejabat pada BUMN/BUMD dan diserahkan 

paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon.  

**)  pilih salah satu. 

 

MATERAI 

6.000 

MODEL BB.3 -KWK  
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